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ABSTRAK 

 Tragedi Rafah merupakan penyerangan oleh Israel dengan menjatuhkan 

bom seberat 900 kg ke kamp pengungsian Tel Al-Sultan. Penyerangan ini terjadi 

pada tanggal 26 Mei 2024 dengan korban jiwa kurang lebih sebanyak 45 warga sipil 

tewas dan puluhan lainnya terluka. Dalam kasus ini, belum ada pemulihan untuk 

korban penyerangan di Rafah. Masyarakat internasional sudah sejak lama 

merumuskan tentang pengaturan untuk pelaku kejahatan perang dan pengaturan 

untuk korban kejahatan perang untuk memberikan keadilan bagi semua pihak 

terutama dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak korban. Meskipun hak-hak 

korban telah lama dikenal dalam hukum internasional tetapi kerangka berpikir 

untuk mengedepankan hak korban dalam suatu kasus kejahatan internasional belum 

terlalu populer dan diperhatikan. Hal ini kemudian memunculkan pokok 

permasalahan, yaitu Apakah hak-hak korban perang di Rafah terpenuhi berdasarkan 

hukum internasional.  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan teori viktimologi dan teori hukum humaniter internasional,sebagai 

pisau analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute 

approach). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan 

(library research) sebagai bahan hukum primer dan wawancara sebagai bahan 

hukum sekunder. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum internasional 

tentang hak korban perang masih memiliki beberapa kelemahan yang menghambat 

pemenuhan hak korban perang. Korban perang memiliki beberapa hak yang diatur 

dalam hukum internasional, seperti hak untuk mendapatkan perawatan medis atau 

layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan persediaan pokok, dan hak anak untuk 

mendapatkan pendidikan. Namun, korban perang di Rafah belum mendapatkan 

haknya sebagai korban perang. Hal ini disebabkan adanya penutupan jalur di Rafah, 

fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan tidak ada usaha dari pihak pendudukan 

yaitu Israel untuk memenuhi hak-hak korban perang di Rafah. Akibat penutupan 

jalur ini, bantuan kemanusiaan dan pasokan medis menjadi terhambat untuk masuk 

ke Rafah sehingga hak-hak yang dimiliki oleh korban perang menjadi tidak 

terpenuhi. Selain itu, korban perang memiliki hak pemulihan seperti restitusi, 

kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tak terulang. Namun, korban 

perang di Rafah belum mendapatkan hak pemulihan sebagai korban perang. Hal ini 

dikarenakan belum adanya penuntutan tanggung jawab kepada Israel atas operasi 

militer yang dilakukan di Rafah. 

Kata Kunci: Korban Perang, Rafah, Hukum Internasional 
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ABSTRACT 

The Rafah Tragedy was an attack by Israel that involved dropping a 900 kg 

bomb on the Tel Al-Sultan refugee camp. This assault took place on May 26, 2024, 

resulting in approximately 45 civilian deaths and injuring dozens more. In this case, 

no recovery efforts have been made for the victims of the Rafah attack. The 

international community has long been formulating regulations for war crime 

perpetrators and for the victims of war crimes to ensure justice for all parties, 

particularly in fulfilling victims' rights. Although victims' rights have been 

recognized in international law for some time, the framework to prioritize these 

rights in cases of international crimes has yet to gain significant attention or 

popularity. This research aims to analyze the legal instruments that regulate the 

rights of war crime victims in Rafah and the mechanisms that can be implemented 

to fulfill those rights. This leads to the central issues of the study: First, how does 

international law regulate the rights of war crime victims in Rafah? Second, what 

mechanisms can be used to fulfill the rights of war crime victims in Rafah according 

to international law? 

The research employs a normative legal research method using victimology 

theory and international humanitarian law theory as analytical tools. The study 

adopts a statute approach and relies on library research as primary legal materials 

and interviews as secondary legal materials. 

This research shows that the international legal framework on the rights of 

war victims still has several weaknesses that hinder the fulfillment of the rights of 

war victims. War victims have several rights as regulated under international law, 

such as the right to receive medical care or healthcare services, the right to receive 

basic supplies, and the right of children to receive education. However, the war 

victims in Rafah have not received their rights as war victims. This is due to the 

closure of the Rafah crossing, inadequate healthcare facilities, and the lack of effort 

from the occupying party, Israel, to fulfill the rights of war victims in Rafah. As a 

result of the closure, humanitarian aid and medical supplies are blocked from 

entering Rafah, and the rights of war victims remain unmet. Furthermore, war 

victims have the right to reparation, such as restitution, compensation, 

rehabilitation, satisfaction, and guarantees of non-repetition. However, the war 

victims in Rafah have not received these reparations. This is because there has been 

no accountability for Israel's military operations in Rafah. 

Keywords: War Victim, Rafah, International Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum internasional merupakan suatu instrumen atau kaidah yang 

mengatur segala hubungan internasional antar negara. Menurut Rebecca 

Wallace1, hukum internasional merupakan “rules and norms which regulate 

the conduct of states and other entities which at any time are recognized as 

being endowed with international personality, for example international 

organizations and individuals, in their relations with each other” (peraturan 

dan norma yang mengatur tingkah laku negara dan badan lainnya yang 

diakui mempunyai kepribadian internasional, misalnya organisasi dan 

individu internasional, dalam hubungan mereka satu sama lain. Hukum 

internasional  hadir untuk mengatur dan menjaga perdamaian antar negara 

dan bangsa di dunia.  

  Hukum internasional telah membuat berbagai peraturan yang 

bertujuan untuk menjaga keteraturan hubungan antar negara. Salah satunya 

adalah pengaturan terkait penyelesaian konflik antar negara. Salah satu 

konflik yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat internasional 

adalah perang. Perang selalu menimbulkan kerugian yang begitu banyak 

 
1 Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, (Jakarta:Diadit Media, 

2007), hlm. 176. 
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bagi kedua pihak. Perang juga sebagai bentuk mempertahankan diri atau 

eksistensi atas adanya gangguan dari pihak lain.2 Hukum internasional telah 

merumuskan peraturan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjaga 

hak asasi dari penduduk setiap negara dan peraturan terkait cara berperang 

yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.3 Peraturan-peraturan 

tersebut dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum internasional, 

seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 

Geneva Convention, Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide (Genocide Convention), dan Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR). Instrumen-instrumen hukum tersebut hadir sebagai 

komitmen masyarakat internasional untuk menjaga perdamaian dan Hak 

Asasi Manusia (HAM). Meskipun telah ada peraturan yang mengatur terkait 

hal tersebut, nyatanya bentuk pelanggaran dan kejahatan internasional 

masih saja terjadi.  

  Dalam suatu tataran kehidupan pasti suatu individu akan bertemu 

dengan adanya suatu konflik. Konflik bisa ditemui dalam scope kecil seperti 

individu dengan individu ataupun dalam scope besar seperti negara. 

Menurut Geertz, konflik didefinisikan sebagai suatu hal yang selalu melekat 

 
2 Kristina Mutiara Komaling & dkk., Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang 

Menurut Konvensi Jenewa 1949, Jurnal Lex Societas, Vol. 11:2, (2023), hlm. 1 

3Peter Malanczuk, Akehursr’s Modern Introduction to International Law, 

(London:Routledge,1997), hlm. 209 
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dan selalu ada dalam kehidupan manusia yang tidak akan hilang dari catatan 

sejarah4. Munculnya konflik dipicu oleh berbagai hal, salah satunya adalah 

primordialisme. Primordialisme yang dilekatkan dengan fanatisme atau 

kesetiaan yang berlebih maka akan menimbulkan konflik. Primordialisme 

adalah sebuah cara pandang atau kerangka berpikir dari anggota masyarakat 

yang memegang teguh ajaran maupun pengetahuan yang dibawanya sejak 

kecil, seperti tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan. 

  Konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu bentuk konflik 

yang terjadi akibat adanya sifat primordialisme. Konflik ini disebabkan 

adanya pandangan dari Israel dan Palestina yang saling memperebutkan 

otoritas tanah yang dianggap suci yaitu Yerussalem.5 Awal mula konflik ini 

ditandai dengan adanya Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi ini 

memuat pernyataan dari Inggris untuk membantu membangunkan rumah 

atau negara kepada bangsa Yahudi di Palestina.6 Pada tahun 1948, terjadi 

peristiwa eksodus lebih dari 750.000 warga Palestina oleh Milisi Zionis 

 
4 M. Sulhan & Muhammad Rizal Januri, Esensi Agama Dalam Konflik Sosial Di 

Kabupaten Poso Menggunakan Teori Karl Marx: Sebuah Literatur Review, Acta Islamica 

Counsenesia: Counselling Research and Applications, Vol.2:1, (2021), hlm. 17. 

5 Muhammad Jamaluddin & Erik Ilham Habibillah, Pengaruh Kebijakan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Konflik Palestina-Israel, Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik 

Islam, Vol 19:1, (2023), hlm. 30 

6 Ayla Zhafira, Berdirinya Negara Di Atas Negara: Sejarah PerampasanTanah Palestina 

Oleh Israel Yang Membawa Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan 

Hukum, Vol. 1:1, (2023), hlm. 17 
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yang disebabkan oleh adanya Deklarasi Balfour. Persitiwa eksodus besar-

besaran ini disebut sebagai Peristiwa Nakba.7 

  Tak hanya sampai disitu, efek domino Deklarasi Balfour masih 

terasa sampai saat ini, salah satunya adalah Tragedi Penyerangan di Rafah. 

Tragedi ini merupakan penyerangan oleh Israel dengan menjatuhkan bom 

seberat 900 kg ke pengungsian di Tel Al-Sultan. Penyerangan ini terjadi 

pada tanggal 26 Mei 2024 dengan korban jiwa kurang lebih sebanyak 45 

warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka.8 Pada tahun 1949, Kamp 

Rafah merupakan kamp pengungsian bagi ribuan warga Palestina yang 

mencari perlindungan dan melarikan diri dari medan konflik Israel-

Palestina. Menurut United Nations Relief and Works Agency For Palestine 

Refugees in the Near East (UNRWA), pada tahun 2023, Kamp Rafah 

menampung sebanyak 133.326 ribu pengungsi.9 Dalam Hukum Humaniter 

Internasional (HHI) mengenal adanya jus in bello dan jus ad bellum.10 Jus 

in bello adalah hukum yang berlaku untuk mengatur cara berperang.  

 
7 Wan Roslili Abd. Majid, Perlindungan Hak Asasi Manusia: Palestina sebagai Korban 

Dwistandard dan Hipokrasi Barat, Jurnal Dunia Pengurusan, Vol. 5:1, (2023), hlm. 37 

8 How Israel pushed dotted ‘red lines’ to have its way in Rafah, 

https://www.aljazeera.com/features/2024/5/30/how-israel-pushed-dotted-red-lines-to-have-its-

way-in-rafah, akses 14 Juli 2024. 

9 United Nations Relief and Works Agency For Palestine Refugees in the Near East, 

https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip/rafah-camp, akses 14 Juli 2024. 

10 Mohammad Farid Fad, Reformulasi Ius Ad Bellum dan Ius Ad Bello dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Humaniter, Jurnal Al Ahkam, Vol. 16:1, (2020), hlm. 45 

https://www.aljazeera.com/features/2024/5/30/how-israel-pushed-dotted-red-lines-to-have-its-way-in-rafah
https://www.aljazeera.com/features/2024/5/30/how-israel-pushed-dotted-red-lines-to-have-its-way-in-rafah
https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip/rafah-camp
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Sedangkan, jus ad bellum adalah hukum yang mengatur terkait kapan suatu 

negara dibenarkan untuk berperang atau menggunakan kekuatan militer.  

  Jika suatu negara dalam melakukan peperangan dengan negara lain 

tanpa mematuhi prinsip jus ad bellum dan jus in bello maka negara tersebut 

dapat dianggap melakukan kejahatan perang. Kejahatan perang diatur dalam 

Statuta Roma Dalam hal ini, penyerangan Israel ke Kamp Pengungsian 

Rafah bisa disebut sebagai kejahatan perang yang tercantum dalam Pasal 8 

Statuta Roma yang menyebutkan: 

”Kejahatan perang berarti pelanggaran-pelanggaran berat lainnya terhadap 

hukum dan hukum adat yang berlaku dalam konflik bersenjata 

internasional, dalam kerangka kerja yang ditetapkan dari hukum 

internasional yaitu setiap tindakan-tindakan berikut ini:  

a) Dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap penduduk sipil 

seperti atau terhadap penduduk sipil secara individu yang tidak 

ambil bagian secara langsung dalam kerusuhan/permusuhan itu;  

b) Dengan sengaja mengadakan penyerangan terhadap objek-objek 

sipil yaitu objek-objek yang bukan merupakan objek-objek militer; 

c) Secara sengaja melancarkan serangan yang menurut 

pengetahuannya bahwa penyerangan itu akan menyebabkan 

kerugian yang tiba-tiba terhadap jiwa atau kecelakaan terhadap 

warga sipil atau kerusakan terhadap obyek-obyek sipil atau 

kerusakan-kerusakan yang luas, jangka panjang dan berat terhadap 
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lingkungan alam yang dengan jelas akan berhubungan dengan 

keuntungan-keuntungan militer yang konkret dan langsung secara 

keseluruhan yang dapat diantisipasi. 

  Dalam suatu konflik atau peperangan pasti terdapat 2 subjek utama 

yaitu pelaku dan korban perang. Masyarakat internasional sudah sejak lama 

merumuskan tentang pengaturan untuk pelaku kejahatan perang dan 

pengaturan untuk korban kejahatan perang untuk memberikan keadilan bagi 

semua pihak terutama dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak korban. 

Menurut Black’s Law Dictionary, pemulihan (reparation) merupakan ”the 

act of making amends for a wrong.”11 Pemulihan dapat diartikan sebagai 

tindakan dari pelaku kejahatan untuk memberikan ganti rugi akibat 

tindakannya kepada korban. Kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang 

diperlukan untuk pemulihan korban merupakan hal yang harus dilakukan 

oleh pelaku kejahatan internasional.12  

  Pengaturan mengenai hak-hak korban kejahatan internasional 

pertama kali diatur dalam Declaration of Basic Principles for Victims of 

Crime and Abuse of Power pada tahun 1985. Meskipun hak-hak korban 

telah lama dikenal dalam hukum internasional tetapi kerangka berpikir 

 
11 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (Minnesota: West Publishing Co., 2004), hlm. 

1325  

12 Pablo De Greiff, The Handbook of Reparations, (New York: Oxford University Press, 

2006), hlm. 2 
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untuk mengedepankan hak korban dalam suatu kasus kejahatan 

internasional belum terlalu populer dan diperhatikan.13 Namun, perlu diakui 

pengaturan tentang hak-hak korban kejahatan internasional telah 

mengalami perkembangan dengan adanya Basic Principles and Guidelines 

on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 

International Human Rights Law and Serious Violations of International 

Humanitarian Law (Basic Principles and Guidelines 2005) oleh Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, hak pemulihan bagi 

korban kejahatan perang juga diatur dalam beberapa konvensi, seperti 

konvensi Jenewa dan Statuta Roma. Namun, implementasi kebijakan 

tersebut belum seutuhnya optimal untuk memulihkan hak-hak korban 

kejahatan perang. 

  Salah satu contoh kasus belum optimalnya pemenuhan hak-hak 

korban adalah dalam kasus apartheid di Afrika Selatan14, Sebagian besar 

korban belum mendapatkan haknya seperti kompensasi finansial dan 

kekurangan atas akses institusional yang dimiliki korban untuk menuntut 

dan meminta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Hal ini juga dialami 

oleh korban perang Palestina-Israel terutama dalam kasus penyerangan di 

 
13 Alex Boraine, “Transitional Justice as an Emerging Field,” www.idrc.ca/uploads/user-

S/10829975041revised-boraine-ottawa-20044.pdf, akses 13 Juli 2024. 

14 Deutsche Welle, Korban Era Apartheid Afrika Selatan Tuntut Pembayaran Ganti Rugi, 

https://news.detik.com/dw/d-7329154/korban-era-apartheid-afrika-selatan-tuntut-pembayaran-

ganti-rugi, akses 14 Juli 2024. 

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/10829975041revised-boraine-ottawa-20044.pdf
http://www.idrc.ca/uploads/user-S/10829975041revised-boraine-ottawa-20044.pdf
https://news.detik.com/dw/d-7329154/korban-era-apartheid-afrika-selatan-tuntut-pembayaran-ganti-rugi
https://news.detik.com/dw/d-7329154/korban-era-apartheid-afrika-selatan-tuntut-pembayaran-ganti-rugi
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Rafah. Sampai saat ini, para korban belum mendapatkan pemulihan hak-

haknya. Selain itu, belum ada mekanisme yang dilakukan untuk melakukan 

pemenuhan hak korban kejahatan perang pasca penyerangan di Rafah. 

  Dengan demikian, diperlukan adanya kajian tentang pemenuhan 

hak-hak korban kejahatan perang dan mekanisme pemulihan hak-hak 

korban kejahatan perang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “PEMENUHAN 

HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN PERANG DI RAFAH 

DITIINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional tentang hak korban perang? 

2. Apakah hak-hak korban perang di Rafah terpenuhi berdasarkan hukum 

internasional? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang sudah 

dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengukur pengaturan hukum internasional tentang hak 

korban perang. 
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b. Untuk mengkaji pemenuhan hak korban perang di Rafah menurut 

Hukum Internasional. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat 

teroritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan manfaat terhadap 

perkembangan kajian hukum pidana internasional. Penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan dan kajian ilmiah 

bagi para akademisi terutama akademisi hukum. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan 

pengetahuan kepada masyarakat internasional untuk lebih sadar dan 

memperhatikan hak-hak korban perang. 

D. Telaah Pustaka 

  Telaah pustaka atau literatur review merupakan kajian yang 

bertujuan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki relevansi 

dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang berfungsi untuk 

menghindari kesamaan penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan, 

diantaranya: 
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  Pertama, Skripsi yang berjudul “Hak Pemulihan (Reparations) Bagi 

Korban Kejahatan Internasional: Tinjauan Hukum Internasional Dan 

Implementasinya di Indonesia.” karya Alamanda Vania.15 Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pemenuhan hak-hak kobran 

kejahatan perang secara umum. Perbedaan penelitian Alamanda Vania 

dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian.  Pada penelitian ini 

lebih difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban kejahatan perang dalam 

kasus penyerangan di Rafah. Sedangkan, penelitian dari Alamanda Vania 

hanya menjelaskan pemenuhan hak korban kejahatan perang secara umum 

tanpa fokus ke dalam suatu kasus. 

  Kedua, Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Korban Atas 

Kompensasi (Studi Normatif Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Jugun 

Ianfu Atas Kompensasi Di Indonesia)”, karya Wildan Yatim Ismail.16 

Tujuan penelitian Wildan Yatim Ismail adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis pemenuhan hak korban jugun ianfu atas kompensasi di 

Indonesia. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini terletak 

pada fokus penelitian. Penelitian ini memiliki fokus terhadap pemenuhan 

hak korban kejahatan perang pada kasus penyerangan di Rafah. Sedangkan 

 
15 Alamanda Vania, “Hak Pemulihan (Reparations) Bagi Korban Kejahatan 

Internasional:Tinjauan Hukum Internasional Dan Implementasinya di Indonesia,” Skripsi 

Universitas Indonesia (2009). 
16 Wildan Yatim Ismail, “Pemenuhan Hak Korban Atas Kompensasi (Studi Normatif 

Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Jugun Ianfu Atas Kompensasi Di Indonesia),” Disertasi 

Universitas Brawijaya (2008). 
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penelitian Wildan Yatim Ismail memiliki fokus penelitian terhadap 

pemenuhan hak korban jugun ianfu di Indonesia.  

  Ketiga, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional” 

karya Muhamad Wildan & Fatih Arif Mutaqin.17 Tujuan dari penelitian 

Muhamad Wildan & Fatih Arif Mutaqin adalah untuk mengetahui dan 

mengkaji hak-hak korban kejahatan perang. Adapun perbedaan penelitian 

ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian Muhamad Wildan & Fatih Arif 

Mutaqin berfokus untuk mengkaji pemenuhan hak-hak korban kejahatan 

perang melalui perspektif hukum humaniter internasional. Sedangkan pada 

penelitian ini lebih difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban kejahatan 

perang dalam kasus penyerangan di Rafah menurut hukum internasional tak 

terbatas pada hukum humaniter internasional. 

  Keempat, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Korban Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional” karya 

Tara Syahna Harahap.18 Tujuan penelitian Tara Syahna Harahap adalah 

untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi 

korban perang dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah anak 

 
17 Muhamad Wildan & Fatih Arif Mutaqin, Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan 

Politik, Vol 2:2, (April 2024). 

18 Tara Syahna Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Ditinjau Dari 

Hukum Humaniter Internasional, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020). 
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menjadi korban perang.   Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada 

fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk lebih difokuskan pada 

pemenuhan hak-hak korban kejahatan perang dalam kasus penyerangan di 

Rafah menurut hukum internasional tak terbatas hanya kepada anak yang 

menjadi korban perang. 

  Kelima, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Masyarakat Sipil 

Dalam Perang Perspektif Siyasah Harbiyah Dan Hukum Humaniter 

Internasional” karya Ali Mafrukhin.19 Tujuan penelitian Ali Mafrukhin 

adalah untuk memperbandingkan etika perang dari Siyasah Harbiyah 

dengan Hukum Humaniter Internasional. Adapun perbedaan dalam 

penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus melihat 

pengaturan tentang hak-hak korban kejahatan perang di Rafah menurut 

hukum internasional dan bagaimana mekanisme pemenuhan hak-hak 

korban kejahatan perang menurut hukum internasional. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Viktimologi 

Viktimologi berasal dari bahasa latin viktima yang berarti korban dan 

logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi diartikan 

sebagai studi yang meneliti tentang korban, faktor-faktor yang 

 
19 Ali Mafrukhin, Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Perang Perspektif Siyasah 

Harbiyah Dan Hukum Humaniter Internasional, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2018). 
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menyebabkan seseorang menjadi korban, serta dampak yang 

ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Studi ini memfokuskan pada 

manusia sebagai bagian dari kenyataan sosial. Dalam konteks 

viktimologi, istilah korban memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya 

terbatas pada individu yang mengalami kerugian secara langsung. 

Korban dapat mencakup kelompok, korporasi, entitas swasta, maupun 

pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan akibat dari penimbulan 

korban adalah respon atau tindakan yang dilakukan terhadap korban 

dan/atau pelaku, serta pihak lain yang terlibat secara langsung maupun 

tidak langsung dalam terjadinya suatu kejahatan.20 

 Viktimologi adalah cabang dari kriminologi yang memiliki fokus 

studi yang sama, yaitu kejahatan atau viktimisasi kriminal, serta semua 

aspek yang berkaitan dengan viktimisasi tersebut. Ini mencakup 

berbagai hal seperti penyebab dan dampaknya, yang dapat menjadi 

faktor viktimogenik (penyebab terjadinya korban) atau kriminogenik 

(penyebab terjadinya kejahatan).21 Salah satu dampak dari viktimisasi 

yang menjadi perhatian utama dalam viktimologi adalah penderitaan 

serta berbagai bentuk kerugian, seperti kerugian mental, fisik, sosial, 

ekonomi, dan moral. Kerugian-kerugian ini sering kali diabaikan atau 

 
20 Rhendy Ahmad Fauzi, "Review Of Victimology Of Victims Of Theft In The Criminal 

Justice System." Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.11:2 (2023), hlm. 218. 
21  Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 35. 



14 
 

 

 

 

dilupakan oleh lembaga kontrol sosial yang melembaga, seperti aparat 

penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan pembina 

pemasyarakatan. 

Menurut Arief Gosita, Viktimologi merupakan studi atau ilmu 

pengetahuan yang meneliti viktimisasi sebagai masalah manusia yang 

menjadi kenyataan sosial. Setelah memahami pengertian viktimologi, 

penting juga untuk mengetahui dan menyadari tujuan serta manfaat dari 

bidang ini. Adapun tujuan viktimologi adalah sebagai berikut: 

1) Viktimologi mempelajari esensi tentang siapa yang menjadi korban, 

apa yang menyebabkan seseorang menjadi korban, serta apa arti 

viktimisasi dan proses viktimisasi bagi semua pihak yang terlibat 

dalam proses tersebut. 

2) Viktimologi memberikan kontribusi untuk memahami lebih dalam 

tentang korban dari tindakan manusia yang menyebabkan 

penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan dari studi ini bukan 

untuk memuliakan korban, melainkan untuk memberikan 

penjelasan mengenai peran korban dan hubungannya dengan pelaku 

serta pihak lainnya.  

3) Viktimologi menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan 

kewajiban untuk memahami bahaya yang mungkin mereka hadapi 

dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam hal 

edukasi dan pembinaan, agar mereka tidak menjadi korban 
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struktural atau non-struktural. Tujuannya bukan untuk menakut-

nakuti, melainkan untuk memberikan pemahaman yang baik 

sehingga mereka dapat lebih waspada. 

4) Viktimologi juga mempelajari masalah viktimisasi tidak langsung, 

seperti dampak politik terhadap masyarakat akibat penyuapan oleh 

korporasi transnasional; dampak sosial pada individu akibat polusi 

industri; serta terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial 

setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaannya dalam 

pemerintahan demi keuntungan pribadi (korupsi). 

5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk menyelesaikan 

masalah viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat dari viktimologi 

digunakan dalam pengambilan keputusan dalam peradilan pidana 

dan menentukan bagaimana pengadilan bereaksi terhadap pelaku 

kriminal. Studi ini juga mengkaji proses peradilan pidana serta hak 

dan kewajiban asasi manusia.22 

 Berbagai pandangan dalam viktimologi memperluas teori-teori 

etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami keberadaan 

kriminalitas sebagai suatu bentuk viktimisasi yang bersifat struktural 

maupun non-struktural dengan lebih baik. Selain itu, perspektif 

 
22 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 

2022), hlm.37. 
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viktimologi mendorong perhatian dan pelayanan terhadap semua pihak 

yang dapat menjadi korban, baik secara mental, fisik, maupun sosial. 

2. Teori Perang Yang Adil 

Menurut KGPH. Haryomataram, hukum humaniter adalah seperangkat 

aturan yang berdasarkan perjanjian dan kebiasaan internasional, yang 

membatasi kekuatan pihak-pihak yang berperang dalam penggunaan 

cara dan alat untuk mengalahkan musuh, serta mengatur perlindungan 

bagi korban perang.23 

 Hukum humaniter tidak bertujuan untuk melarang perang, karena 

dari sudut pandang hukum humaniter, perang adalah kenyataan yang 

tidak bisa dihindari. Sebaliknya, hukum humaniter berusaha mengatur 

agar perang dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip 

kemanusiaan. Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter 

adalah untuk memanusiakan perang. Hukum humaniter pada dasarnya 

tidak melarang perang, melainkan mengatur pelaksanaannya. Dalam 

konteks ini, hukum humaniter mengatur penggunaan alat dan metode 

berperang serta melindungi korban perang.24 Berdasarkan istilahnya, 

yaitu hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik 

 
23 Andrey Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

hlm. 171. 

24 Indah Sari,"Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter 

Internasional."Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11:2 (2021), hlm. 28 
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bersenjata (international humanitarian law applicable in armed 

conflict), kita dapat memahami bahwa hukum humaniter hanya berlaku 

selama terjadinya perang atau konflik bersenjata.25  

 Berdasarkan konsep jus in bello, keberlakuan HHI terjadi saat 

konflik bersenjata dimulai atau pada saat situasi perang atau konflik. 

HHI hanya bisa diberlakukan saat terjadi situasi konflik bersenjata atau 

perang. Menurut Dieter Fleck dan Michael Bothe, aturan-aturan HHI 

berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. 

Keberlakukan HHI tidak memandang siapa pihak yang memulai 

peperangan atau konflik. HHI tidak berfokus untuk mencari siapa yang 

benar dan salah dalam suatu konflik bersenjata. Hadirnya HHI 

bermaksud untuk menyuruh dan memaksa belligerent untuk mematuhi 

aturan-aturan dalam perang. 

 Salah satu contoh prinsip jus in bello adalah larangan penyerangan 

objek sipil dalam perang yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Protokol 

Tambahan I. Selain itu terdapat adanya larangan untuk menyerang 

warga sipil atau non kombatan yang diatur dalam pasal 51 Protokol 

Tambahan I dan pasal 27 Konvensi Jenewa IV. 

 Childress menyatakan bahwa dalam diskusi yang komprehensif 

mengenai teori perang yang sah, ada beberapa kriteria yang sering 

 
25 Haryomataram, Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter, (Jakarta:Pusat Studi 

Hukum Humaniter dan HAM, 2013), hlm. 4-5. 
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muncul, yaitu: legitimate or competent authority (otoritas yang sah atau 

kompeten), just cause (alasan yang sah), right intention (niat yang 

benar), announcement of intention (pengumuman niat), last resort 

(upaya terakhir), reasonable hope of success (peluang keberhasilan 

yang masuk akal), proportionality (kesesuaian atau proporsional), dan 

just conduct (tindakan yang sah). Semua kriteria ini menjadi bagian dari 

jus ad bellum, kecuali just conduct, yang termasuk dalam kriteria jus in 

bello.26 

 Prinsip jus in bello adalah bagian dari bellum justum, yaitu teori 

perang yang sah. Prinsip jus in bello menggambarkan aturan yang 

berkaitan dengan perang dan berlaku dalam situasi konflik bersenjata. 

Penegakan prinsip jus in bello bertujuan untuk mencegah dan 

melindungi umat manusia dari kekejaman konflik bersenjata. Namun, 

prinsip ini hanya mampu mencegah, bukan menghilangkan konflik 

bersenjata sepenuhnya.27 Agar tujuan ini dapat tercapai, setiap subjek 

hukum internasional harus menghargai dan menerapkan prinsip 

 
26 James F. Childress, “Just-War Theories: The Bases, Interrelations, Priorities, and 

Function of Their Criteria,” Theological Studies, Vol. 39:3, (1978), hlm. 428. 

27 Dieter Fleck dan Michael Bothe, The Handbook of International Humanitarian Law, 

(Inggris, Oxford University Press, 2013), hlm. 101 
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tersebut.28 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional, 

sebagai berikut: 

1) Prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan (distinction 

between civilians and combatants). Prinsip ini menegaskan bahwa 

hanya para prajurit yang terlibat langsung dalam pertempuran yang 

boleh menjadi target serangan. 

2) Prinsip larangan menyerang mereka yang termasuk dalam status 

hors de combat (prohibition of attack against those hors de 

combat). Hors de combat merujuk pada kombatan yang tidak lagi 

berpartisipasi dalam pertempuran karena sakit, terluka, terdampar, 

atau menjadi tawanan perang. Menurut Pasal 41 Protokol Tambahan 

I Konvensi Jenewa 1949, seseorang yang diakui atau seharusnya 

diakui sebagai   tidak boleh menjadi sasaran serangan. 

3) Prinsip ketiga adalah larangan menimbulkan penderitaan yang tidak 

perlu (prohibition on the infliction of unnecessary suffering). 

Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya tidak melarang 

perang atau konflik bersenjata, dan setiap perang pasti melibatkan 

kekerasan (the use of violence). Namun, prinsip ini mengatur agar 

 
28 Andi Muhammad Ridha, “Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan 

Prinsip Jus Ad Bellum Terhadap Operasi Militer Rusia ke Ukraina,” Skripsi Universitas Hasanuddin 

(2023). 
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kekerasan yang digunakan tidak menimbulkan penderitaan yang 

berlebihan atau tidak diperlukan. 

4) Prinsip keempat adalah prinsip proporsionalitas (the principle of 

proportionality). Prinsip ini menetapkan batasan proporsionalitas 

untuk melindungi warga sipil dengan cara meminimalkan kerugian 

yang dialami oleh mereka. Dalam hal ini, kerugian yang 

ditimbulkan kepada warga sipil harus sebanding dengan 

keuntungan militer yang diperoleh. 

5) Prinsip kelima adalah gagasan tentang kepentingan (the notion of 

necessity). Gagasan ini sering kali bertentangan dengan prinsip 

perlindungan kemanusiaan. Kepentingan militer dapat 

memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam tindakan 

yang menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi manusia. 

6) Prinsip keenam adalah prinsip kemanusiaan (the principle of 

humanity). Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki 

kapasitas untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap 

sesama, termasuk terhadap musuh sekalipun.29 

 

 

 
29 Umar Suryadi, Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar (Jakarta: Prenada 

Media, 2019), hlm. 13. 
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F. Metode Penelitian 

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti jalan atau cara. 

Penelitian berasal dari kata research penelitian, penyelidikan. Penelitian 

merupakan kegiatan terencana yang bertujuan untuk memperoleh data guna 

mencari jawaban atau solusi atas permasalahan tertentu dan menemukan 

kesimpulan dari jawaban yang diperoleh.30 Metodologi penelitian 

merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan menelusuri dan menyelidiki 

suatu permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah dengan teliti 

dan cermat dalam mengolah, mengumpulkan, melakukan analisis data dan 

menyimpulkan secara objektif dan sistematis yang bertujuan untuk 

melakukan pengujian hipotesis dan pemecahan suatu masalah sehingga 

diperoleh suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.31 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum kepustakaan (library research) yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.32 

Penelitian ini berorientasi pada hukum berada dalam peraturan 

 
30 Nazar Bakry, Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 

1994), hlm. 2 

31 Rifa’I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), 

hlm. 2 

32 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 27-28. 
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perundang-undangan (law in book) guna merumuskan dan menemukan 

argumentasi hukum dalam suatu permasalahan hukum.33 Penelitian 

yuridis akan membahas tentang undang-undang yang terkait dengan 

pemenuhan hak-hak korban dan kejahatan perang. Penelitian normatif 

akan membahas tentang prinsip dan teori-teori yang berhubungan 

dengan pemenuhan hak-hak korban dan kejahatan perang.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pemaparan atau memberikan 

gambaran terhadap suatu keadaan hukum, gejala yuridis, dan peristiwa 

hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat.34 Penelitian ini 

memberikan penjelasan secara sistematis mengenai fakta dan data yang 

diperoleh, kemudian hasil tersebut akan dianalisis menggunakan teori 

yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara jelas mengenai hak-hak korban perang yang harus 

dipenuhi menurut hukum internasional. 

3. Pendekatan Penelitian 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan 

penelitian, seperti pendekatan undang-undang (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (history 

 
33 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 54 

34 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:PT. Citra Aditya 

Bakti,2004), hlm. 49 
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approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang 

(statute approach) yaitu menelaah atau meneliti semua undang-undang 

dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.35 

4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari bahan hukum 

hukum primer, bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen referensi terkait peristiwa di Rafah dan sumber hukum 

internasional, seperti Basic Principles and Guidelines on the Right 

to Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 

International Human Rights Law and Serious Violations of 

International Humanitarian Law (Basic Principles and Guidelines 

2005), Geneva Convention 1949, Rome Statute of International 

Criminal Court, Protokol Tambahan I, serta yurisprudensi 

pengadilan internasional. 

 

 
35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:PT Kharisma Putra Utama, 2005), 

hlm. 136 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penguat bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-

buku, artikel ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, 

prinsip hukum, doktrin hukum, wawancara dengan akademisi atau 

pakar hukum internasional. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan data pendukung dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam 

penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang dapat 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.36 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan 

Penelitian ini mengkaji berbagai literatur, seperti peraturan 

perundang-undangan dalam hukum internasional, doktrin-doktrin 

atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik, buku-buku, maupun 

laporan hasil penelitian terdahulu. 

 

 
36 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 

2020), hlm. 46 
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6. Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk mengubah data dari hasil penelitian 

menjadi sebuah informasi agar mudah dipahami. Penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif 

analisis. Analisis kualitatif dilakukan untuk menemukan solusi atas 

permasalahan hukum yang diteliti yang bersifat preskriptif yaitu apa 

yang seharusnya (das sollen) dalam suatu permasalahan hukum.37 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, 

yakni sebagai berikut: 

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tinjauan umum terkait konsep korban perang 

menurut hukum internasional dan tinjauan umum terkait hukum humaniter 

internasional serta konsep tanggung jawab dalam hukum internasional.  

 
37 Sri Mamudji, dkk., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67 
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Bab ketiga, membahas terkait gambaran umum kejahatan perang di 

Rafah ditinjau dari hukum internasional yang didalamnya meliputi 

kronologi penyerangan di Rafah.  

Bab keempat, membahas tentang analisis pemenuhan hak-hak 

korban perang di Rafah menurut hukum internasional.  

Bab kelima, membahas terkait penutup. Dalam bab ini akan 

dipaparkan mengenai kesimpulan yang diambil dari penelitian di bab-bab 

sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban singkat untuk rumusan 

masalah yang ada dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini akan 

dipaparkan mengenai saran dan evaluasi bagi permasalahan yang 

diharapkan dapat membawa ke dalam perubahan yang baik dan positif. 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengaturan hukum internasional yang mengatur tentang hak korban 

perang seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I memiliki 

beberapa kelemahan. Pertama, tidak adanya pasal yang mengatur 

mengenai sanksi untuk pihak-pihak yang melanggar norma yang telah 

diatur dalam pengaturan hukum internasional tentang hak korban 

perang. Kedua, semua pengaturan ini hanya dapat ditegakkan di 

hadapan pengadilan internasional seperti ICJ dan ICC yang membuat 

pemenuhan hak pemulihan korban perang tidak dapat didapatkan secara 

cepat. Ketiga, tidak ada pasal yang mengatur tentang mekanisme yang 

dapat memaksa suatu negara untuk patuh terhadap pengaturan hukum 

internasional.  

2. Korban perang merupakan orang yang menderita akibat adanya tindakan 

destruktif dari konflik bersenjata antara dua pihak atau lebih, seperti 

cidera atau luka, kematian, kehilangan harta benda. Beberapa hak 

korban perang yang diatur dalam hukum internasional adalah hak untuk 

mendapatkan perawatan medis atau layanan kesehatan, hak untuk 
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mendapatkan persediaan pokok, dan hak anak untuk mendapatkan 

pendidikan. Namun, korban perang di Rafah belum mendapatkan 

haknya akibat adanya penutupan jalur di Rafah, fasilitas kesehatan yang 

tidak memadai, dan tidak ada usaha dari pihak pendudukan yaitu Israel 

untuk memenuhi hak-hak korban perang di Rafah. Akibat penutupan 

jalur ini, bantuan kemanusiaan dan pasokan medis menjadi terhambat 

untuk masuk ke Rafah sehingga hak-hak yang dimiliki oleh korban 

perang menjadi tidak terpenuhi. Selain itu, korban perang memiliki hak 

pemulihan seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan 

jaminan tak terulang. Namun, korban perang di Rafah belum 

mendapatkan hak pemulihan sebagai korban perang. Hal ini 

dikarenakan belum adanya penuntutan tanggung jawab kepada Israel 

atas operasi militer yang dilakukan di Rafah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran bagi 

permasalahan pemenuhan hak korban perang, sebagai berikut: 

1. Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pertama perlu adanya 

pembuatan regulasi yang dapat mengikat dan memaksa bagi seluruh 

masyarakat internasional tanpa terkecuali untuk mematuhi hukum 

humaniter internasional. Kedua, bagi anggota tetap Dewan Keamanan  

Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendesak dan memaksa 
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Israel untuk melakukan pemenuhan hak korban perang di Rafah sesuai 

hukum internasional. Selain itu, DK PBB harus bersikap tegas dan 

menghukum Israel atas segala pelanggaran pemenuhan hak korban 

perang di Rafah yang dilakukan oleh Israel. Ketiga, selalu berusaha 

memberikan pemenuhan hak-hak korban perang di Rafah, seperti 

bantuan kemanusiaan dan petugas medis.  
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